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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d.

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa PNS dan CPNS3 yang ditugaskan atau bekeria,
dan/atéu melaksafiakan ofiéntasi pada Perangkat Daerah
dapat memberikarn:. kﬂnmbum nyaia dalam pelaksanaan

f‘.‘_ﬁu,gas pmﬂrlntahan dan pemban‘gunan,

j;':hahwa PNS dan CPNS sebagannana dimaksud pada huruf
?-:'a selain mendapatkan gajl, Juga IHEIIEI‘IH‘I& tunjangan den
';'::ﬁﬁllltas, _ . ;

If;'hahwa sasual ketennlan da]am Undang Undang Nomor 5
'*“I‘ahun 2014 tentang Aparatur. Slpll Negara Pasal 80 ayat
-';{6} Tunjangan; ‘PNS- yang . bekerja pada Pemerintahan

Daerah ﬁJhehaIﬂ{an pada Angga:ran Pendapatan dan
Belanja Daf:ra.h .i_; e

bahwa Peraturan Eiupatl Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pemberian Taribdhan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
scbagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Murung Rava belzm
mengakomedir hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d maka periu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e,
perlu menetapkan Peraiuran Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pemberian Tambahan Penghasdan Pegawai Negeri
di Lingkup Pemerintzhan Kabupaten Murung Raysa.




——

Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Repgﬁhk hldnnes:la Nom;}r 4%8]

Hﬁdang—’i;fndang Nomor5; Tahu‘nmﬂﬂlﬂf tentang Aparatur
S1pﬂ Negara (Lembaran’ Hﬁgara Republlk Indonesia Tahun

'21}14 Nomor 6, Tambahan™ Lmbman Negara Republik

'i'.udnnesm Nomor, 5494);

.Undang Undang: ﬁNonwr 23 ’Ea_hun 2014 tentang

A fLembaran Negata Republik

~telah “dirubih habt&apa’kah tcraklur dengan Unda:ng-
Und:ang Nom@ 09 Takun- 201% tentang Perubahan Kedua
TAfEs Undang—Undang Nq}mor 231 Tahun 2014 tentang
P@menntahan ~Dagrah” {Lembaran Negara Republik
Indnnes:a Tahun ‘2015 Nofmor 58, Tambahan Lembaran
Negard: Rapuhhk Indnn&ssa Nomor 5679);

7. Peraturan Peme:t;ultah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Usang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesiza Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

G. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114];

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan
Menteri Dalam Nepgeri Nomor 21 Tahun 2011 {entang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomeor 13 Tahun 20006;




=

11, Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Nomeor 38);

12, Peraturan Bupati Murung Reyva Nomeor 18 Tahun 2011
tentang Ketentuan Tertib Jam Kerja, Pekaian Dinas, dan
Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Femenntah
Daerah Kabupaten Murung Raye;

13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerje Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Rayz [Berita Daerah Kabupaten Murung Ray=
Tahun 2016 Nomor 247).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBPAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR. 11 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBEW TAMBAHAH PEHGHABILAH PEGAWAI NEGERI
SIPIL: fﬂl L!NGKUP’ PEHERIHTM KABUFATEN MURUNG

RA’Y.&

qf‘. LA

B

Beberapa ketentuan dalam Peraturan_ u_‘pat,l Nomﬂr 11 Tahun 2015 tentang
Pemberian Tambahan E’gnghasﬂau Fegawm"fﬁﬁgen Sipil di ngkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Ra}ra Berita, Dacrak: Kahupaten Mumng Raya Tahun 2015
Nomor 199, diubah sehmgga herbunjrl seba,ga:t Ijr:nkut

1. Ketentuan Pasal 4 d;lubah sehmgga herbunyi seba,gm bg:nkut

P pa “] 4

PNS dan CPNS vang dapat menﬁnmaTPFNS adalah :

a.

b.

PNS dan CPNS vang melaksanakan tugas sehari-hari di Perangkat Daerah
dan Unit Satuan Kerja;

PNS vang diangkat dan/atau dipindahkan dalam jabatan struktural dan
jabatan fungsional;

PNS vang pindah tugas antar Peranghkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Raya;

PNS yang dipindah tugas dari daerah lamm ke Pemerintah Kabupaten
Murung Raya setelah 1 {satu) bulan aloil melaksanakan tugas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

PN& dan CPNS yvang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak lebih
dari 10 {sepuluh) hari;

PNE& dan CPNS yang ditugaskan, bekerja dan/atau melaksanakan orientasi
dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Provinsi pada
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.




2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 4A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Besaran TPPNS vang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dimaksud dalam
Pasal 4 huruf [ disamakan dengan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional/Staf
per golongan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

PABAL IT

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Apar setigp orang mengetahuinys, memerintahkan Pengundangan Peratnran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
) *‘ﬁaﬂﬁ t.anggal 2 Januari 2018
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Diundangkan di Puruk Cahu ]
pada, tanggal 2 J anuarr 2{1 18' S
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PERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 9




